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ABSTRACT

The involvement of police officers in online gambling impacts two legal domains:
Civil Law (specifically regarding agreements) and the National Police Disciplinary
Regulations (regarding internal sanctions). The issues in this thesis are how fo
legally regulate online gambling agreements by police officers, how o enforce the
law against police officers involved in online gambling agreements, and what
obstacles the police fuce in combating online gambling against their officers. This
research is a normative study using a library study method to examine secondary
data. The type of data used in this research is secondary data. Primary and
secondary legal materials are systematically compiled and analyzed qualitatively.
The legal regulation of online gambling agreements by police officers is mvalid and
null and void. This is because the subject matter of the agreement is contrary fo
law, public agreement, and morality in Indonesia. Agreements involving online
‘gambling by anyone, including police officers, are void in Indonesia due fo their
illegal nature. Police officers involved face severe criminal and ethical sanctions,
including dishonorable discharge (PTDH). Law enforcement against police
officers involved in online gambling is carried out through two channels: criminal
sanctions based on general law and disciplinary sanctions and the National
Polices internal code of cthics, which can result in diskonorable discharge
(PTDH). This law enforcement includes action against officers who simply gamble
online, especially if they are involved as protectors or part of a gambling network.
Obstacies for the police in combating online gambling against their officers include
a lack of resources, technological limitations, and internal issues such as the

sement of certain officers. These obstacles arise from the difficulty
gdtconic evidence, the difficulty of identifying perpetrators, budget
Y lack of technological expertise among; mvestigators, combined

dination between the police and relevant agencies
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ABSTRAK

ANALISIS PERIKATAN JUDI  ONLINE OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN BERDASARKAN KUHPERDATA DAN PERATURAN

 DISIPLIN POLRI

Faisal Utama Tambunan
(235114152)
Keterlibatan anggota kepolisian dalam judi online berdampak pada dua ranah hukum yaitu Hukum Perdata (khususnya terkait perikatan) dan Peraturan Disiplin Polri (terkait sanksi internal). Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan  hukum perikatan perjudian online oleh anggota kepolisian, bagaimana penegakan hukum terhadap oknum polisi yang teerlibat perikatan dalam   judi  online, bagaimana hambatan Kepolisian dalam penanggulangan judi  online terhadap anggotanya. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif dengan  menggunakan metode penelitian pustaka (library research) untuk mentelaah data-data sekunder. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif. Pengaturan  hukum perikatan perjudian online oleh anggota kepolisian adalah tidak sah dan batal demi hukum. Hal ini karena objek dari perjanjian tersebut bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan di Indonesia. Perjanjian yang berkaitan dengan perjudian online oleh siapa pun, termasuk anggota kepolisian, adalah  batal demi hukum di Indonesia karena objeknya ilegal. Anggota kepolisian yang terlibat menghadapi sanksi pidana dan sanksi etik berat hingga Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Penegakan hukum terhadap oknum polisi yang teerlibat perikatan dalam   judi  online dilakukan melalui dua jalur, yaitu  sanksi pidana berdasarkan hukum umum dan sanksi disiplin serta kode etik internal Polri, yang dapat berujung pada Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH). Penegakan hukum ini mencakup penindakan terhadap anggota yang hanya sekadar bermain judi online, terlebih lagi jika terlibat sebagai pelindung (beking) atau bagian dari jaringan bandar. Hambatan Kepolisian dalam penanggulangan judi  online terhadap anggotanya adalah kurangnya sumber daya, keterbatasan teknologi, dan masalah internal seperti potensi keterlibatan oknum aparat. Hambatan ini muncul karena kesulitan mengumpulkan bukti elektronik, sulitnya identifikasi pelaku, keterbatasan anggaran, dan minimnya keahlian teknologi di kalangan penyidik, ditambah dengan koordinasi yang belum optimal antara kepolisian dan instansi terkait. 
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